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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Terkait

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait
dengan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam meneliti masalah yang ada.
Berikut ini adalah ringkasan tabel penelitian terdahulu beserta persamaan dan
perbedaan dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya yang Terkait

Nama/ Metode
Judul Hasil Penelitian
Periode Analisis
Khairina Pengaruh Menunjukkan bahwa secara Regresi
Audrine Pengungkapan parsial, pengungkapan good Linier
(2016) Corporate corporate governance, ukuran Bergand
Governance, perusahaan dan dewan komisaris a
Ukuran tidak berpengaruh siginifikan

Perusahaan, Dan terhadap manajemen laba. Hal ini
Dewan Komisaris menunjukkan bahwa

Terhadap pengungkapan good corporate
Manajemen Laba governance, ukuran perusahaan,
Pada Perusahaan dan dewan komisaris bukan
Property Dan merupakan indikator yang

Real Estate Yang berpengaruh besar terhadap
Terdaftar Di manajemen laba.

Bursa Efek




Indonesia (BEI)

Periode 2012-

2014
EvaRosa Pengaruh Good Menunjukkan bahwa kepemilikan  Regresi
D.S & Corporate institusional, kepemilikan Linier
Moh. Governance manajerial, ukuran dewan Bergand
Khoiruddin  Terhadap komisaris dan ukuran komite a
(2016) Manajemen Laba audit tidak berpengaruh terhadap
Pada Perusahaan manajemen laba karena memiliki
Yang Masuk nilai signifikansi lebih dari 0,05.
Dalam JlI Sedangkan proporsi dewan
(Jakarta Islamic komisaris independen memiliki
Index) Tahun pengaruh positif dan signifikan
2012-2013 terhadap manajemen laba karena
memiliki nilai signifikansi kurang
dari 0,05.
Fatma Nur Pengaruh Good Menunjukkan bahwa kepemilikan  Regresi
Arifah Corporate manajerial dan kepemilikan Linier
(2016) Governance institusional berpengaruh secara  Bergand
Terhadap negatif signifikan terhadap a
Earnings earnings management,

Management Di
Industri
Perbankan

Indonesia

sedangkan komposisi komisaris
independen dan komite audit
berpengaruh secara negatif tidak

signifikan terhadap earnings




management.

Hastulti Pengaruh Menemukan bukti bahwa Multiple
Widyaning Corporate kepemilikan manajerial dan Regressi
sih (2017) Governance kepemilikan asing memiliki on
Terhadap pengaruh terhadap manajemen Analysis
Manajemen Laba laba, sedangkan kepemilikan (Analisis
institusional dan komisaris Regresi
independen tidak memiliki Bergand
pengaruh terhadap manajemen a)
laba.
Dwina Pengaruh Good Hasil uji menunjukkan bahwa Regresi
Andarini Corporate good corporate governance yaitu  linear
(2017) Governancedan  kepemilikan manajerial dan sederhan
Leverage leverage secara parsial a dan
Terhadap berpengaruh signifikan terhadap  linier
Manajemen Laba manajemen laba. Secara simultan bergand
good corporate governance dan a
leverage berpengaruh terhadap
manajemen laba.
Musa A. Ownership Menunjukkan bahwa kepemilikan  Ordinary
Farouk &  Structure and manajerial Least
Nafiu M. Earnings dan konsentrasi memiliki Square
Bashir Management of pengaruh signifikan dan techniqu
(2017) Listed efek negatif pada manajemen e

Conglomerates in

laba dari konglomerat yang




Nigeria

terdaftar di Nigeria, sementara
kepemilikan asing tercatat
berpengaruh positif dan signifikan
pada manajemen laba
perusahaan, kepemilikan
institusional

memiliki pengaruh yang tidak

signifikan tetapi negatif terhadap

pendapatan
pengelolaan.
Moushafi ~ Pengaruh Good Menunjukkan bahwa kepemilikan  Regresi
Bellavito Corporate manajerial memberikan pengaruh  Linier
(2018) Governance Dan  positif signifikan terhadap Bergand
Kompensasi manajemen laba, proporsi dewan a
Bonus Terhadap  komisaris independen dan
Manajemen Laba reputasi auditor memberikan
Terhadap pengaruh tidak signifikan
Perusahaan terhadap manajemen laba, serta
Manufaktur Yang  kompensasi bonus memberikan
Listing Di BEI pengaruh negatif signifikan
terhadap manajemen laba.
Yunel Pengaruh Menunjukkan bahwa dewan Regresi
Fatmawati Mekanisme Good direksi dan komite audit tidak Linier
(2018) Corporate berpengaruh signifikan negatif Bergand
Governance terhadap manajemen laba, a




Terhadap
Manajemen Laba
(Studi Empiris
Pada Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar Di
Bursa Efek

Indonesia Tahun

sedangkan dewan komisaris
berpengaruh signifikan negatif

terhadap manajemen laba.

2011-2015)
G. A Ownership Menunjukkan bahwa kepemilikan Pearson
Ekpulu &  Structure and manajerial berhubungan negatif correlatio
A S. Earnings dan signifikan dengan n
Omoye Management: manajemen laba sementara analysis
(2018) Evidence from kepemilikan institusional dan

Nigerian Listed asing menunjukkan positif tetapi

Firms tidak signifikan.
Hasan Earnings Mengungkapkan bahwa struktur ~ Ordinary
Anwar & Management and kepemilikan manajerial dan Least
S. Ownership institusional efektif dalam Square
Buvanend  Structure: menghambat manipulasi akrual. (OLS)
ra (2019) Evidence from Sri  Sebaliknya, kepemilikan asing Regressi

Lanka diketahui memiliki hubungan on

positif yang signifikan dengan

manajemen laba.

Sumber : Skripsi dan Jurnal



Referensi dari skripsi dan jurnal diatas memiliki persamaan serta perbedaan

dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.

Khairina Audrine (2016). Sama-sama menggunakan variabel dependen
manajemen laba dan variabel independen yaitu dewan komisaris. Sedangkan
perbedaannya Audrine menggunakan variabel independen berupa ukuran
perusahaan, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu dewan direksi,
kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Audrine adalah perusahaan
property dan real estate sedangkan peneliti menggunakan perusahaan sektor
transportasi.

Eva Rosa D.S & Moh. Khoiruddin (2016). Sama-sama menggunakan variabel
dependen yaitu manajemen laba dan variabel independen yaitu kepemilikan
institusional dan dewan komisaris independen. Perbedaannya adalah Eva
menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial,ukuran dewan
komisaris dan ukuran komite audit sedangkan pada penelitian ini menggunakan
variabel independen lain yaitu dewan direksi dan kepemilikan asing.

Fatma Nur Arifah (2016). Persamaannya adalah penggunaan variabel dependen
manajemen laba dan variabel independen komisaris independen dan kepemilikan
institusional. Perbedaannya adalah Fatma menggunakan variabel independen
kepemilikan manajerial dan komite audit sedangkan penelitian ini menggunakan
dewan direksi dan kepemilikan asing.

Hastuti Widyaningsih (2017). Sama-sama menggunakan manajemen laba sebagai
variabel dependennya dan variabel independennya kepemilikan asing,
kepemilikan institusional serta komisaris independen. Perbedaannya terdapat
pada satu variabel independen vyaitu kepemilikan manajerial oleh Hastuti

sedangkan penelitian ini menggunakan dewan direksi.



Dwina Andarini (2017). Persamaannya variabel dependen yaitu manajemen laba.
Perbedaan yaitu penggunaan variabel GCG hanya pada kepemilikan manajerial
dan variabel leverage oleh Dwina, sedangkan peneliti fokus pada GCG yang
diproksikan pada 4 variabel yaitu dewan direksi, komisaris independen,
kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.

Musa A. Farouk & Nafiu M. Bashir (2017). Persamaannya variabel dependen yaitu
manajemen laba, serta variabel independen kepemilikan institusional dan asing.
Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan tambahan variabel
independen dewan direksi dan komisaris independen sedangkan Musa & Nafiu
menggunakan kepemilikan manajerial dan konsentrasi.

Moushafi Bellavito (2018). Persamaan variabel dependen yaitu manajemen laba
dan variabel independen yaitu dewan komisaris independen. Perbedaan variabel
independen pada penelitian ini menggunakan dewan direksi, kepemilikan
institusional dan kepemilikan asing sedangkan Moushafi menggunakan
kepemilikan manajerial, reputasi auditor dan kompensasi bonus.

Yunel Fatmawati (2018). Persamaannya yaitu variabel dependen menggunakan
manajemen laba, variabel independen menggunakan dewan direksi. Perbedaan
penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu komisaris
independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, sedangkan Yunel
menggunakan dewan komisaris dan komite audit.

G. A Ekpulu & A S. Omoye (2018). Persamaannya yaitu variabel dependen
menggunakan manajemen laba, variabel independen menggunakan kepemilikan
institusional dan asing. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan tambahan
variabel independen dewan direksi dan komisaris independen sedangkan Ekpulu

& Omoye hanya menambahkan kepemilikan manajerial.



10. Hasan Anwar & S. Buvanendra (2019). Sama-sama menggunakan variabel
dependen manajemen laba dan variabel independen kepemilikan institusional dan
kepemilikan asing. Perbedaannya penelitian ini menggunakan tambahan variabel
indepeden dewan direksi dan komisaris independen sedangkan Hasan hanya

menambahkan kepemilikan manajerial pada variabel independennya.

B. Teori-teori yang Relevan dengan Penelitian
1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan yang saling berkaitan yang terjadi antara
pemegang atau pemilik saham (principal) dengan manajer (agent) (Jensen dan
meckling, 1976) dalam (Herlambang, 2015). Dalam teori agensi ini menekankan
pentingnya pemisahan antara principal dengan agent tujuannya dari pemisahan ini
ialah agar principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang
seefisien saat perusahaan tersebut dikelola oleh agent. Hubungan keagenan ini
muncul karena ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain dalam
memberikan jasa dan kemudian mewakilkan orang lain tersebut yang dipekerjakan
untuk mengambil keputusan. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Herlambang (2015)
menyatakan teori agensi menggunakan 3 sifat manusia :

1. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri.
2. Manusia selalu menghindari masalah atau resiko.
3. Manusia memiliki keterbatasan daya pikir akan masa yang akan datang.

Dari teori diatas dapat dilihat bahwa setiap individu semata-mata hanya
termotivasi untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik antara

pemegang saham dan manajer.



Menurut Herlambang (2015) Pihak pemilik atau pemegang saham atau pemilik
saham mengadakan kontrak karena termotivasi untuk mensejahterahkan dirinya serta
profitabilitas yang meningkat sedangkan untuk manjer termotivasi untuk
memaksimalkan pemenuhan psikologi dan ekonominya antara lain dalam hal untuk
memperoleh pinjaman, kontrak kompensasi dan investasi. Seorang agen tidak hanya
menilai kepuasan dari kompensasi yang diterima, tetapi juga dari tambahan lain yakni
dari hubungan agensi seperti keadaan kerja yang menarik, banyak nya waktu luang,
dan kerja yang mudah atau fleksibel. Tapi disisi lain, para pemilik saham pun hanya
tertarik pada pengembalian dana (keuntungan) yang didapatkan dari investasi yang
mereka tanam pada perusahaan. Dari perbedaan ini dapat dilihat dari sudut padang
terhadap penilaian resiko bahwa prinsipal atau pemilik saham lebih bersikap netral
terhadap resiko sedangkan sebaliknya agen atau menajer lebih cenderung lebih
bersikap suka mengambil resiko.

Dibutuhkan kontrak yang dengan tujuan untuk meminimalisir konflik keagenan
dimana kontrak tersebut berisi hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Salah
satu kendala mengapa muncul konflik antara pemilik saham dan agensi adalah adanya
asimetri informasi. Asimetri informasi ialah situasi dimana manajer atau agen memiliki
informasi yang berbeda serta lebih banyak mengenai kondisi suatu perusahaan
dibandingkan yang dimiliki oleh investor. Karena adanya asimetri informasi ini
cenderung mendorong agen atau manajer untuk menyembunyikan beberapa infomasi
dari pemilik saham atau prinsipal salah satunya dengan tujuan untuk meningkatkan
keuntungan bagi agen atau manajer. Maka dari itu salah satu cara guna untuk
mengurangi serta meminimalisir terjadinya konflik keagenan dan asimetri informasi

yaitu dengan menerapkannya suatu mekanisme dimana mereka bertugas untuk



melakukan pengawasan melalui good corporate governance atau biasa disebut
dengan tata kelola yang baik.
2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Informasi adalah unsur yang terpenting bagi para investor dan pelaku bisnis
lainnya karena informasi sendiri menyajikan keterangan serta catatan ataupun
gambaran mengenai keadaan masa lalu, saat ini, ataupun keadaan dimasa yang akan
datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Teori sinyal ini menjelaskan
bahwa melalui penerapan good corporate governance para investor bisa mendapatkan
berbagai informasi tentang perusahaan yang baik dengan menerpakannya good
corporate governance ini dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut hal ini
bisa menjadi acuan untuk para investor guna menentukan keputusannya (Brigham dan
Houston, 2001:179).

Teori sinyal membahas mengapa perusahaan harus memberikan informasi
laporan keuangan ataupun manajemen perusahaan (agent) pada pihak luar / eksternal
terutama pada calon investor. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan
pertimbahan dari pihak investor untuk menentukan investasi saham pada perusahaan
tersebut. Sinyal positif sangat berpengaruh dalam opini investor karena merupakan
peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi para investor
tujuannya ialah agar perusahaan bisa menarik minat dari investor untuk
menginvestasikan saham nya pada perusahaan.

Hartono (2003:392) menyatakan bahwa sinyal bagi investor dalam
pengambilan keputusan di informasikan melalui publikasi. Pada saat diumumkan atau
diinformasikan akan diterima oleh pelaku pasar dimana pelaku pasar terlebih dahulu
menganalisis informasi tersebut sebagi sinyal buruk (badnews) atau sinyal baik

(goodnews). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dengan memberikannya
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sinyal baik maka para investor akan tertarik dalam volume perdagangan saham. Oleh
karena itu, hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi
keuangan terhadap ketidak tetapan volume perdagangan saham dapat dilihat dari
efisien pasar. Pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan diharapkan menjadi
acuan bagi investor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasinya,
sehingga perusahaan dapat menarik minat investor menginvestasikan sahamnya ke
perusahaan.
3. Good Corporate Governance (GCG)
a. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), adalah :

“Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.

Sedangkan menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (lICG)
dalam Lestari (2019) menyatakan bahwa definisi good corporate governance ialah :
“Struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ—organ perusahaan sebagai
upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder Ilainnya,
berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan yang berlaku”.

Good Corporate Governance adalah semua hal yang berkaitan dengan
pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika,
nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang
bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan,
pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, serta
pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya

(Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN

No.S.106/M.P.M.P.BUMN/2000).
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Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian good corporate
governance di atas bahwa good gorporate governance ialah suatu sistem, struktur dan
proses dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan tujuan menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang sehingga good corporate governance dapat dijadikan sebagai
acuan untuk keberlangsungan hidup perusahaan.

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Pada suatu perusahaan untuk dapat terecananya dan tercapainya maka
diperlukan sistem tata kelola yang baik (good corporate governance) dengan adanya
GCG ini perusahaan perusahaan diharapkan bisa terbantu dalam menjalankan
operasional dalam perusahaan. Terdapat prinsip-prinsip pada goodcorporate yang
dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis yakni Transparency, Accountability,
Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi
TARIF.

Berikut ini penerapan praktek Good Corporate Governance menurut pedoman
good corporate governance perusahaan konsultan aktuaria yang diterbitkan oleh
KNKG (2011) mengutarakan bahwa prinsip-prinsip (asas) Good Corporate Governance
meliputi :

1) Transparansi

Dasar Transparansi (Transparancy) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh
pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar Perusahaan menjalankan bisnis
secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang
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saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

a)

b)

d)

2)

Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai
informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi
tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan,
sasaran usaha, serta strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan
kompensasi Komisaris dan anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali,
pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan
pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya,
dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban
melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan maupun pengguna jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang dapat
memengaruhi daya saing Perusahaan dan harga saham.

Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Akuntabilitas

Prinsip Dasar Akuntabilitas (Accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi

dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabkannya. Perusahaan harus dapat

mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu

perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan

Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
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pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

a)

b)

d)

g)

Perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-
masing organ, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh
pegawai yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (corporatevalues),
sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

Perusahaan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun
seluruh jajaran pimpinan Perusahaan harus membuat pertanggung-jawaban atas
pelaksanaan tugasnya, sekurang-kurangnya setahun sekali.

Perusahaan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi maupun seluruh pegawai Perusahaan mempunyai kompetensi sesuai
dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
Perusahaan harus memastikan adanya struktur, sistem dan standard operating
procedure (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme check and balance
dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi maupun seluruh pegawai Perusahaan berdasarkan ukuran-
ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan
(corporate values), sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh pegawai Perusahaan harus

berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

14



3) Responsibilitas

Prinsip Dasar Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (responsibility),
perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
warga korporasi yang baik (good corporate citizen). Pedoman pokok pelaksanaan :

a) Organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundangundangan, anggaran
dasar serta peraturan Perusahaan.

b) Perusahaan harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak
terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja
dengan pengguna jasa.

c) Perusahaan harus bertindak sebagai warga korporasi yang baik (good corporate
citizen) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung-jawab
sosial.

4) Independensi

Prinsip Dasar Dalam hubungan dengan asas independensi (independency),

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

Perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat

diintervensi oleh pihak manapun. Pedoman pokok pelaksanaan :

a) Perusahaan konsultan aktuaria harus dapat bekerja secara independen sehingga
tidak mudah dipengaruhi oleh pemangku kepentingan termasuk pengguna jasa.

b) Masing-masing organ Perusahaan beserta jajarannya harus menghindari dominasi

dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari
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benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

c) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya
sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling
mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

d) Seluruh jajaran Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai
dengan uraian tugas dan tanggung-jawabnya serta anggaran dasar, peraturan
Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

5) Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Dasar Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur
kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya,

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

a) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada Perusahaan.

b) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip
keterbukaan.

c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan
pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (gender) dan kondisi fisik.
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c. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance
Menurut Komite Nasional Corporate Governance (KNKG, 2006) berikut tujuan
dan manfaatnya :

1) Dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi.

2) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatakan kemandirian dewan komisaris,
direksi, dan RUPS.

3) Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota
dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap
pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun kelestarian lingkungan di sekitar
perseroan.

d. Proksi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan cara non financial yang dilakukan
untuk menguji bagaimana pengaruh pengelolaan perusahaan terhadap manajemen
laba (earning management). Adanya penerapan Good Corporate Governance pada
suatu perusahaan diharapkan dapat membawa dampak yang positif dalam
keberlangsungan hidup perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya manajemen
laba. Organ perusahaan dijadikan sebagai proksi Good Corporate Governance
menjadi fokus penelitian sehingga dapat tercipta pengelolaan perusahaan yang baik.

Menurut KNKG (2006:11), organ perusahaan harus menjalankan fungsinya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ

mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya
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semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Berikut ini proksi Good Corporate

Governanceyang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasannya, yaitu :

1) Dewan Direksi

Dewan Direksi harus bisa memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai
dengan apa yang dikehendaki oleh anggota dewan. Disini Dewan Direksi merupakan
perwakilan dari para pemegang saham untuk pengelolaan perusahaan, dimana dewan
direksi memliki tanggungjawab untuk tercapainya tujuan yang baik dan yang sudah
ditetapkan. Dewan Direksi juga berperan dalam menentukan kebijakan serta strategi

baik itu kebijakan jangka pendek ataupun jangka pajang. Menurut Greuning (2011)

dalam Lestari (2018), Dewan Direksi merupakan pemain utama dalam manajemen

risiko dan memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut :

a) Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab pada setiap tingkat.

b) Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang dapat diterima
serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan untuk operasional bank.

c) Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan langkah yang
diperlukan untuk mengidenifikasi, mengukur, memantau dan mengelola keuangan
dan risiko operasional bank. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara
efektif dalam penelaahan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.

d) Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan kerja yang
positif.

e) Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekuitif.

2) Komisaris Independen

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi semua jalannya yang ada

diperusahaan berdasarkan prinsip-prinsip dari good corporate governance. Selain itu
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Dewan komisaris juga ikut bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dari Dewan
Direksi serta memiliki suatu kewajiban untuk mengawasi kinerja dari Dewan Direksi.
Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Dewan Direksi adalah
organ untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dari Peraturan Bank Indonesia
No. 8/4/PBI)2006 menyebutkan bahwa apabila jumlah anggota dewan komisaris
minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Maksudnya
Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan jumlah
komisaris independen terdiri dari minimal 50% dari jumlah keseluruhan anggota dewan
komisaris.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Komisaris
Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan
manajemen, pemegang saham pengendali dan anggota dewan komisaris lainnya,
bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi
kepentingan perusahaan.

Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE305/BEJ/07-2004
perihal Komisaris Independen pada perusahaan publik, menyebutkan bahwa :

a) Komisaris Independen adalah berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau
perusahaan publik.

c) Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris,
direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

d) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
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3) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah,
institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dunia perwalian serta
institusi lainnya pada akhir tahun (Shien et all dalam Anindhita, 2010: 18). Kepemilikan
institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik
keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional
dianggap mampu bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Hal ini
disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga
tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Jensen dan Meckling, 1976).

Jumlah kepemilikan saham institusi yang tinggi dapat menekan terjadinya
tindakan kecurangan dalam proses pelaporan keuangan yang biasa dilakukan oleh
pihak manajemen perusahaan. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham yang
dimiliki institusi diharapkan dapat membawa pengaruh yang besar pula untuk
meminimalisir adanya manajemen laba.

4) Kepemilikan Asing

Kepemilikan Asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar
negeri) baik secara individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan yang ada
di Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing akan terdorong untuk
melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan lebih luas
(Yuniarti, 2014).

Frydman, et al (1999) mengemukakan bahwa pemilik asing memiliki sumber
keuangan, manajerial keahlian, dan keahlian tata kelola perusahaan yang memberi
mereka keunggulan dibandingkan pemilik yang lain dalam memantau orang dalam,
serta dapat melaporkan hubungan positif antara kepemilikan asing dan kinerja

perusahaan pasca privatisasi.
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Menurut Farouk and Bashir (2017), kepemilikan saham oleh investor asing
dianggap terkait dengan pemantauan yang lebih baik, dan karenanya diharapkan
dapat mengurangi manfaat pribadi dari kontrol. Sebagian besar penelitian menemukan
bahwa kepemilikan institusional asing dikaitkan dengan manajemen laba yang lebih
rendah.

Kepemilikan saham asing pada perusahaan diharapkan dapat meminimalisir
adanya manajemen laba karena semakin tinggi saham yang dimiliki oleh investor asing
maka akan semakin tinggi pula tingkat pengawasan oleh pihak asing yang dinilai kuat
dalam menekan manajemen laba perusahaan.

4. Manajemen Laba
a. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Barus & Setiawati (2015), manajemen laba ialah perilaku yang
dilakukan oleh manajemen laba dengan tujuan untuk meningkatkan serta menurunkan
laba dalam proses pelaporannya hal itu dilakukan guna untuk keuntungannya sendiri.
Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba.

Menurut Andarini (2017) mendefinisikan earnings management adalah salah
satu cara yang ditempuh manajemen dalam mengelola suatu perusahaan melalui
pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih
serta nilai perusahaan sesuai dengan yang harapan manajemen. Sedangkan Assih
dan Gudono (2000) dalam Herlambang (2015) mendefinisikan manajemen laba yang
dilakukan secara sengaja, dalam batasan general accepted accounting principles,
untuk mendapat suatu keadaan yang diinginkan atas laba yang dilaporkannya.

Setiawan (2002) menyatakan bahwa manajemen laba sebagai campur tangan
manajemen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan eksternal dengan tujuan

menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Berdasarkan beberapa definisi di atas
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bahwa dapat disumpulkan penulis bahwa manajemen laba adalah suatu tindakan

manajemen dalam memaksimalkan laba atau menurunkan laba sesuai keinginan

manajemen dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri.

Ukuran yang biasa dilakukan dalam mendeteksi adanya manajemen laba
adalah discretionary accrual. Kebijakan akrual ini dilakukan dengan mengendalikan
transaksi akrual sehingga laba terlihat tinggi, tetapi transaksi tersebut tidak
mempengaruhi aliran kas. Informasi laba yang dihasilkan oleh laporan keuangan yang
menggunakan basis akrual tidak sepenuhnya terbebas dari adanya fleksibilitas
pencatatan dan pemilihan metode akuntansi yang bisa dipergunakan oleh perusahaan
(Widyastuti, 2009).

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba

Berikut beberapa faktor manajemen laba yang diungkapkan oleh Andarini
(2017), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi manajemen laba yaitu :

1) Hipotesis Bonus Plan (Bonus Plan Hypothesis) perusahaan dengan bonus plan
cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan
pemasukan pada saat ini. Manajer perusahaan memberikan bonus terbesar
berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang
meningatkan laba yang dilaporkan.

2) Debt to Equity Hypothesis perusahaan yang memiliki rasio debt to equity besar
maka manajer dalam perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan metode
akuntansi yang akan meningkatkan pendapatan atau laba. Semua ini dilakukan
guna untuk menjaga reputasi mereka dalam pihak eksternal.

3) Political Cost Hypothesis perusahaan besar yang dalam kegiatan operasinya
menyentuh sebagian besar masyarakat akan cenderung mengurangi laba yang

dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan
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segera mengambil tindakan seperti: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan

pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian adalah gambaran suatu masalah dalam penelitian.
Penelitian ini mengambil data perusahaan subsektor transportasi yang telah di
publikasi di BEI dan masing-masing website perusahaan transportasi kemudian
mengacu pada penelitian terdahulu agar dapat menentukan rumusan masalah yang
tepat. Penggunaan teori agen dan teori sinyal dapat menjadi pilihan yang tepat guna
menerapkan good corporate governance terhadap manajemen laba perusahaan
transportasi. Metode yang dipilih yaitu analisis regresi linier berganda dengan analisis
statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis, sehingga dapat menghasilkan
hasil dan pembahasan pada tiap ujinya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran
dari pembahasan tersebut. Gambaran kerangka pikir pada penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Data Publikasi Perusahaan Transportasi Di BEI & tian web perusahaan

Penelitian Terdahulu

Rumusan Masalah

y

Teori Agensi & Teori Sinyal

Good Corporate Governance

Manajemen Laba

Metode Analisis : Regresi Linear Berganda

\

Analisis Statistik Deskriotif. Uii Asumsi Klasik & Uii Hinotesis

A

Hasil Pengujian dan Pembahasan




Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau kesimpulan sementara dari suatu
penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya dengan serangkaian pengujian
dan penelitian. Hipotesis yang dapat disampaikan dalam penelitian ini :
1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Dewan direksi merupakan pihak yang berperan penting dalam proses
pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan strategi jangka panjang perusahaan.
Dewan direksi juga merupakan perwakilan para pemegang saham yang memiliki
tanggung jawab dalam mengelola perusahaan agar tercapai tujuan sesuai dengan
keinginan para anggota dewan demi meningkatkan laba perusahaan. Tindakan
manajemen laba dalam pelaporan keuangan dapat diminimalisir dengan adanya
dewan direksi perusahaan. Semakin baik pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi
maka akan semakin meningkatkan tingkat kepercayaan para pemegang saham untuk
menanamkan sahamnya. Proporsi dewan direksi dapat berpengaruh dalam proses
pengambilan keputusan, semakin banyak anggota dewan direksi maka akan
menghasilkan keputusan yang semakin baik dikarenakan semakin banyak pola pikir

yang dapat dikembangkan pada proses pengambilan keputusan. Sehingga tingkat
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pengelolaan pada pelaporan keuanganpun akan terkendali dengan baik. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H1 : Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba.
2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen bertanggung jawab atas pengawasan dan segala
keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi dalam mengelola suatu perusahaan
yang sesuai dengan adanya prinsip-prinsip good corporate governance. Komisaris
independen adalah posisi yang tepat dalam penerapan good corporate governance
dan dalam meminimalisir tingkat manajemen laba perusahaan. Karena komisaris
independen merupakan suatu jabatan pada dewan komisaris dimana ia tidak terlibat
pada faktor keuangan, kepengurusan ataupun hubungan dengan jabatan lainnya
sehingga tidak akan mempengaruhi sikapnya dan akan bertindak independen (adil).
Disini komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris
sehingga dapat terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance).Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan membawa
dampak yang baik untuk perusahaan sehingga dapat mempengaruhi manajemen laba
dengan cara menekan pihak manajemen berlaku jujur dalam pelaporan keuangannya.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dewi S.& Khoiruddin(2016) yang hasilnya
menunjukkan bahwadewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan :

H2 : Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Manajemen laba.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan saham oleh pihak institusi yang tinggi akan menimbulkan usaha

pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku
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opportunistikmanajer yang menyebabkan timbulnya manajemen laba (earnings
management). Adanya pengawasan dari pihak institusi akan menciptakan kinerja
manajemen yang baik, karena kontrol dari peranan pihak institusi dalam menekan
tindakan manajemen laba perusahaan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian
Arifah  (2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
signifikan terhadap earnings management, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa :

H3 : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba.
4. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan Asing merupakan kegiatan penanaman modal oleh pihak asing
(luar negeri) baik perorangan ataupun lembaga pada perusahaan di Indonesia.
Investor asing dapat berperan penting dalam menekan tindakan manajemen laba
perusahaan karena independensinya yang tinggi hal tersebut bisa dilakukan melalui
pengawasan yang dilihat pada arus kas operasi yang tidak normal, beban discretionary
yang tidak normal maupun biaya produksi yang tidak normal (Guo et al, 2015).Hal
tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2017) serta
penelitian oleh Anwar dan Buvanendra (2019)yang menyatakan bahwa kepemilikan
asing memiliki pengaruh terhadap manajemen laba perusahan.

H4 : Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap Manajemen Laba.
5. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional

dan Kepemilikan Asing secara bersama-sama terhadap Manajamen Laba

Dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan institusional dan
kepemilikan asing merupakan proksi darigood corporate governance pada penelitian
ini yang dapat menekan adanya tindakan manajemen laba pada perusahaan. Dewan
direksi berperan sebagai pengelola atas kebijakan dan strategi perusahaan. Komisaris

independen bertanggung jawab dalam memonitoring kinerja manajemen perusahaan
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sehingga tidak akan timbul adanya perilaku opportunistik pada seorang manajer. Maka
pihak manajer akan terus termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan ditambah
dengan peran investor institusi dan investor asing yang juga turut serta melakukan
pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Sehingga manajemen perusahaan dapat
terkontrol dengan baik agar dalam pelaporan keuangannya sesuai dengan yang
diharapkan para investor. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan
tentang hipotesisnya yaitu :

H5 : Dewan Direksi, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan

Kepemilikan Asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen

laba.
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